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A. Latar Belakang

Sudah lebih dari dua tahun lamanya pandemi covid-19 melanda diseluruh
dunia khususnya di Negara Indonesia. Pandemi ini bukan hanya berdampak pada
kesehatan saja , namun berdampak pada sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi ,
pandemi ini memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian masyartakat
, anjloknya aktifitas perekonomian menjadi salah satu faktor yang menurunkan
kesejahteraan manusia karena pendapatan masyarakat menjadi turun. Peraturan
Presiden No 54 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 ditujukan untuk melaksanakan ketentuan
pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun
2020 Menimbang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) atau dalam rangka
Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Kemudian
kebijakan tersebut diperkuat dengan titetapkannya Perubahan Permendesa Nomor
11 tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunnaan Dana Desa Tahun 2020 dengan
Nomor 6 Tahun 2020 yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin akibat

dampak pandemi Covid-19.

Kemiskinan menjadi salah satu hal yang terus diperhatikan oleh
pemerintah mengingat keadaan yang sedang tidak kondusif akibat pandemi
Covid-19. Banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya dalam

aspek perekonomian masyarakat Namun untuk saat ini, tidak hanya Negara



Indonesia saja yang mengalami hal seperi ini, banyak negara berkembang ikut

terdampak masalah kemiskinan.

Pada dasarnya Negara Indonesia belum mampu untuk memecahkan
permasalahan kemiskinan. Untuk memecahkan permasalahan kemiskinan
Pemerintah sudah melaksanakan berbagai program bantuan serta subsidi sosial
untuk mewujudkan hak-hak dasar kebutuhan masyarakat yang kurang mampu,
akibat pandemi covid-19 demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta

mengurangi beban hidup masyarakat.

Berbagai bantuan yang digelontorkan oleh Pemerintah diberikan secara
langsung kepada kelompok , keluarga dan individu yang kurang mampu . Bantuan
tersebut bergerak melalui berbagai Kementerian atau Lembaga pelaksana, diantara
bantuan tersebut salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT-
DD) yang digolongkan untuk masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan

membantu masyarakat akibat dampak covid-19.

Di Kecamatan Kadungora, permasalahan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
ditemukan beberapa titik permasalahan diantara banyaknya pagu dana yang
seharusnya diberikan, namun pada kenyataannya hanya 1886 jumlah keluarga
penerima manfaat (KPM) dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
tersebut, dari banyaknya jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kadungora.
Permasalahan yang sering terjadi diantaranya pencairan anggaran dana desa

program BLT-DD yang terkesan lambat, serta kurang adanya perubahan setelah



program BLT tersebut tersalurkan, mengakibatkan Program Bantuan Langsung

Tunai (BLT) tidak efektif.

Kebijakan yang telah dikeluarkan olen Permendesa PDTT Nomor 6
Tahun 2020 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-
19 di Kecamatan Kadungora dapat dikatakan belum optimal. Dilihat dari berbagai
permasalahan yang terjadi. Untuk itu, memonitoring pelaksanaan menjadi hal
yang penting yang bisa dilakukan oleh pihak Kecamatan dan pihak masyarakat

agar pelaksanaan BLT dapat berjalan susai dengan kebijakan pemerintah.

Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut merupakan salah satu kecamatan
yang masyarakatnya kebanyakan bekerja dibidang petanian dan pedagangan.
Diantaranya, dibidang pertanian sebanyak 5.929 orang, 1.119 jumlah pemilik
pertanian dan 9.113 jumlah masyarakat yang bekerja sebagai buruh. Adapun
jumlah pedagang 11.195 orang. Dari data tersebut dari segi perekonomian,
masyarat bisa dikatakan kurang mampu. Karena kondisi saat ini yang sedang tidak
kondusif akibat dampak Covid-19, yang tentunya sangat mempengaruhi

perekonomian masyarakat.

Kecamatan Kadungora terdiri dari 172 RW 580 RT dan 42 Dusun.
Penerima Bantuan Langsung Tunai sekitar 1886 KK. Dari Penerima Program
BLT berbanding berbanding terbalik dengan Pagu Dana Desa Kecamatan
Kadungora sebesar 16.506.236.000 pada tahun 2020 yang berasal dari anggaran

pendapatan dan belanja negara ( APBD). Dana Desa tersebut di transfer dari



Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening kas Desa (RKD) melewati

rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pemerintah Kecamatan Kadungora adalah garda terdepan bagi masyarakat
dalam memonitoring keberhasilan Program BLT-DD dari berbagai Desa. Dalam
penyelenggaraan Program ini, maka Pemerintah Kecamatan Kadungora harus
memonitoring rancangan Penyaluran Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran
2020, agar penggunaan anggaran dana desa tersebut diprioritaskan untuk program

BLT-DD dengan baik.

Adapun penyaluran anggran dari Program BLT-DD harus sesuai dengan

aturan PMK 40 tahun 2020. Ketentuan penyaluran harus melalui 3 tahap yakni :

1. Tahap ke | paling cepat jatuh pada bulan Januari sebesar 40%
2. Tahap ke Il paling cepat jatuh pada bulan Maret sebesar 40%

3. Tahap ke 111 paling cepat jatuh pada bulan Juni sebesar 20%

Adapun Data Anggaran Dana Desa Kecamatan Kadungora sebagai berikut ;

Tabel 1.1

Penyaluran Anggaran Dana Desa Kecamatan Kadungora

Jumlah Bulan Tersalur
Tahap | 1.131.600.000 x 3 Bulan | April-Juni
(40%)
Tahap Il ( 508.500.000 x 3 Bulan Juli-September
40%)
Tahap I11 508.500.000 x 3 Bulan Oktober-Desember
(20%)

Total 6.445.800.000




Sumber Data : Anggaran BLT-DD Kecamatan Kadungora 2020 (Diolah Oleh

Peneliti)

Data diatas menunjukan penyaluran ADD di Kecamatan Kadungora pada
tahap ke 1 — Il sudah terlaksana. Namun, penyaluran Anggaran tersebut tidak
tepat waktu. Hal tersebut berawal dari keterlambatan penyaluran Anggaran Dana
Desa ke rekening kas Desa. Sehingga, berdampak pula kepada proses dari
penyaluran program BLT-DD kepada masyarakat menjadi tidak tepat waktu.
Sasaran BLT ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu, yang terdampak

pandemi Covid-19.

Dalam proses penerimaan BLT, Ketua RT dan Ketua RW melakukan
pendataan dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh PERMENDES

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Penerima tidak mendapatkan bantuan BPNT, PKH dan Bantuan Kartu Pra
Kerja

2. Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja sehingga
tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya untuk tiga bulan kedepan.

3. Terdapat anggota keluarga yang sakit seperti sakit Kronis dan Menahun.

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), harus masuk
kedalam kriteria tersebut. Adapun jumlah penerima tentunya sudah ditetapkan
bersama melalui Musyawarah dari masing-masing Desa (MUSDES) dengan
beberapa ketentuan diatas. Penerima BLT-DD Kecamatan Kadungora berjumlah

1886 KPM. Adapun Tahap Penyaluran BLT-DD diantaranya; pada tahap | jumlah



bantuan sebesar Rp. 600.000 per-KPM dalam kurun waktu 3 bulan, ketentuan
besaran BLT-DD tahap | diatur dalam PMK/40/2020. Kemudian BLT-DD tahap
Il dan Ill jumlah bantuan sebesar Rp. 300.000. Ketentuan tersebut diatur dalam

PMK/50/2020 dan PMK/156/2020.

Berikut besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kecamatan Kadungora :
Tabel 1.2

Ketentuan Penyaluran BLT-DD

Jumlah | Jumlah Reirnol Jumlah Bantuan Total
KPM | Bantuan 9 Tersalurkan Tersalurkan

Tahap |
(April, Mei, | 1.886 | 600.000 3 Bulan 1.131.600.000 x 3 |  3.394.800.000
juni)

Tahap Il
(Juli,
Agustus,
September)

1.696 | 300.000 3 Bulan 508.500.000 x 3 1.525.500.000

Tahap 111
(Oktober,
November,
Desember)

1.696 | 300.000 3Bulan 508.000.000 x 3 1.525.500.000

Total Anggaran Dana Desa untuk BLT -DD 6.445.800.000

Sumber : BLT-DD Kecamatan Kadungora Tahun 2020 (diolah oleh peneliti)

Dari besarnya Anggaran Dana Desa Kecamatan Kadungora dalam
Program BLT ternyata hanya 1886 KPM yang berhak menerima bantuan tersebut.
Jika dioptimalkan kembali mungkin penerima dari KPM tersebut bisa melebihi
1886 KPM. Karena jika dilihat dari beberapa masyarakat kebanyakan bekerja di
bidang pertanian dan pedagang yang dapat dikatan tidak mampu serta terdampak

pandemi covid-19. Hal ini yang menjadi tantangan tiap Desa untuk lebih berani




menggunakan Anggaran Dana Desa untuk membantu masyarakat yang kurang
mampu akibat pandemi Covid-19. Pemerintah Desa harus lebih berupaya untuk
mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ketepatan BLT sangat berpengaruh

guna mengurangi kecemburuan sosial dari pihak masyarakat.

Peneliti menemukan beberapa hal, diantaranya pencairan anggaran dana desa
program BLT-DD tidak tepat waktu, yang seharusnya diterima pada bulan
Januari, Namun sampai bulan Februari Anggaran Dana Desa untuk Program BLT-
DD belum tersalurkan ke Rekening Kas Desa. Kemudian penyaluran tahap ke Il
mengalami penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang
seharusnya 40% atau sebanyak (1886 KPM), Menjadi 20% atau sebanyak (1669

KPM) tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Kebijakan PMK/40/2020.

Berdasarkan data diatas serta pemaparan permasalahan yang terkait
mengenai penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga penulis
tertarik dengan penelitian ini dengan judul “Efektivitas Penyaluran Anggaran
Dana Desa Dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa

Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kadungora Tahun 2020”

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan data permasalahan yang ada di atas, maka peneliti mengidentifikasi
beberapa permasalahan dalam penelitian :

1. Dalam proses pencairan Anggaran Dana Desa mengalami keterlambatan

sehingga penyaluran Program BLT-DD tidak tepat waktu dengan waktu

yang telah ditentukan sebelumnya.



2. Dari banyaknya penduduk dan Anggaran Dana Desa yang diterima hanya
1886 KPM saja serta adanya penurunan keluarga penerima manfaat pada
tahap ke Il penyaluran BLT yang seharusnya 40% menjadi 20% yang
berhak menerima Program BLT-DD.

3. Setelah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut dilakukan,
hanya sedikit perubahan yang terjadi terhadap kondisi perekonomian
masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah dari

penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Efektifvitas Penyaluran Anggaran Dana Desa Dalam Program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun
Anggaran 2020 di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut ?

2. Bagaimana Pemahaman Pelaksana Terhadap Produksi Program
Penyaluran Anggara Dana Desa Dalam Program Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan
Kadungora Kabupaten Garut ?

3. Bagaimana Efisiensi dari Program Penyaluran Anggara Dana Desa Dalam
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut ?

4. Bagaimana Kepuasan masyarakat terhadap Penyaluran Anggaran Dana

Desa Dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa



Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kadungora
Kabupaten Garut Tepat Pada Waktunya ?

5. Apakah Para Pelaksana Mampu Beradaptasi dalam Situasi Pandemi Ketika
Program Penyaluran Anggara Dana Desa Dalam Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran
2020 di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Dilakukan ?

6. Apakah Ada Perkembangan Yang terjadi terhadap masyarakat Setelah
Program Penyaluran Anggaran Dana Desa Dalam Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran
2020 di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dilakukan?

D. Tujuan Penelitian
Dari beberapa rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari
penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk Mengetahui Efektifitas Penyaluran Anggaran Dana Desa dalam
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya membantu
masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang terdampak akibat
Covid-19 di Kecamatan Kadungora.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Para Pelaksana Mampu Memahami
Produksi (Kebutuhan Masyarakat) dalam Program Penyaluran Anggara
Dana Desa Dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa
Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kadungora

Kabupaten Garut.
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3. Untuk Mengetahui Efisiensi dari Program Penyaluran Anggara Dana Desa
Dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi
Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kadungora Kabupaten
Garut.

4. Untuk Mengetahui Bagaimana Kepuasan masyarakat ketika Proses
Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Dana Desa Dalam Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran
2020 di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, dilakukan.

5. Untuk Mengetahui Adaptasi Para Pelaksana Program Penyaluran Anggara
Dana Desa Dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa
Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kadungora
Kabupaten Garut dalam situasi Pandemi Covid-19.

6. Untuk Mengetahui Apakah Ada Perkembangan yang terjadi terhadap
masyarakat Setelah Program Penyaluran Anggaran Dana Desa Dalam
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

dilakukan.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki kegunaan bagi pembca maupun penulis, kegunaan tersebut
yaitu :
1. Manfaat Teoritis, yaitu sebagai salah satu komparasi penelitian lanjutan

mengenai pengembangan dan peningkatan keilmuan dalam ilmu
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pemerintahan khususnya mendalami keilmuan serta pengalaman ilmu

melalui penelitian, terkhusus dalam alokasi pelaksanaan Program Bantuan

Langsung Tunai (BLT).

2. Manfaat Praktis, yaitu Dapat membawa suatu manfaat bagi peneliti dengan
memperkaya ilmu yang ia miliki.

a. Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan masukan
ilmiah berupa kebijakan-kebijakan publik.

b. Berlaku untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rencana
penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kadungora
Kabupaten Garut, agar menjadi masukan yang berarti untuk
pelaksanaan program BLT kedepannya.

3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Dalam limu

Sosial dan lImu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

F. Kerangka pemikiran
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), merupakan
bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga kurang mampu atau
miskin di Desa. Program ini juga ditujukan untuk mengurangi beban
perekonomian masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19.
Program bantuan Langsung Tunai tersebut memiliki beberapa kriteria
dalam menentukan sasaran sesuai dengan aturan PERMENDES Nomor 6

Tahun 2020, diantaranya :
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1. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai
penghasilan sehingga tidak mampu untuk mencukupi biaya sehari hari
atau dalam jangka waktu tiga bulan kedepanm

2. Memiliki penyakit menahun atau sakit kronis dari salah satu anggota
keluarga

3. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lain, seperti PKH, KIP.
Rasdog, Kartu Prakerja dll.

Adapun tahap yang dilakukan dalam menyalurkan Program Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut diantaranya :

1. Penyaluran bantuan tahap ke satu kepada masyarakat penerima BLT
dengan jumlah Per/KPM, Penyaluran Anggaran pada tahap ke satu
tersebut dilaksanakan pada bulan April , Mei sampai Juni. Adapun
besaran anggaran pada tahap kesatu sebesar Rp.600.000 hal tersebut
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK/40/2020).

2. Berikutnya Program Bantuan Langsung Tunai  mengalami
perpanjangan dengan memberikan Program Bantuan Langsung Tunai
(BLT) tahap ke dua dimana program bantuan tersebut dilakukan pada
bulan Juli, Agustus sampai September. Adapun besaran uang yang
diberikan pada Program Bantuan Langsung Tunai tersebut sebesar Rp.
300.000 hal tersebut serupa dengan program bantuan yang ketiga

3. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap tiga
dilaksanakan pada bulan Oktober, November, sampai Desember.

Adapun besaran uang yang diberikan pada Program Bantuan Langsung
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Tunai tersebut sebesar Rp. 300.000. Besaran uang yang diberikan pada
tahap dua dan tahap ke tiga sebesar Rp.300.000 diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK/150/2020) dan juga diatur dalam aturan yang

tertera pada Peraturan Menteri Keuangan(PMK/50/2020).

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan Teori dari Steers dalam
Sutrisno (2018:104). Steers dalam Sutrisno Menjelaskan Efektivitas
merupakan suatu keberhasilan dari organisasi yang pada hakikatnya diukur
dengan sebuah konsep efektivitas. Maka dari itu, kriteria-kriteria yang mnejadi
ukuran efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya, Steers dalam Sutrisno Menjelaskan (2018:104) bahwa terdapat

lima indikator yang menjadi ukuran efektivitas organisasi diantaranya :

1. Produksi (production)
2. Efisiensi (efficiency)

3. Kepuasan (satisfaction)

&

Adaptasi (daptiveness)

o

Perkembangan (development)

Untuk mengetahui Efektivitas Penyaluran Anggaran Dana Desa dalam
Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kadungora, peneliti
menguraikan beberapa kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi

yang dikemukakan oleh Steers dalam Sutrisno yaitu :

Produksi (Production)
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Pada Indikator yang dimaksud dalam Produksi adalah bagaimana
Pemerintah ataupun para pelaksana mampu memahami dan mengetahui
bantuan apa yang akan direalisasikan kepada masyarakat sehingga dalam
pelaksanaannya dapat sesuai dengan kebutuhan yang pada saat itu
dibutuhkan oleh pihak masyarakat.

Pemahaman program Produksi menjelaskan bagaimana suatu
kegiatan dapat berjalan dengan baik serta program tersebut dapat
terealisasikan dengan baik. Hal yang dimaksud adalah ketika program
tersebut dapat berjalan efektif oleh para pelaksana. Pemahaman program
tersebut semua pihak harus terlibat agar tidak ada miskomunikasi ketika
nanti program tersebut berlangsung. Kegiatan tersebut nantinya akan
berjalan baik, mengingat produksi atau kebutuhan masyarakat yang jelas
membutuhkan Program Bantuan dalam situasi Pandemi Covid-19
Soesanto dalam Sentosa menjelaskan bahwa Pemahaman Program kerja
merupakan sistem rencana kegiatan dalam organisasi yang disusun secara
baik, terarah, dan tersistematis yang dibuat sesuai dengan rentan waktu
yang ditentukan oleh organisasi tersebut (Soesanto, 2011).

Dalam Indikator Pemahaman Program Produksi (production)
menjelaskan bahwasannya adanya Program BLT-DD ini harus diketahui
oleh pelaksana dan juga masyarakat bahwasannya bantuan tersebut berupa
uang yang berasal dari alokasi Dana Desa pada Pendapatan Belanja Desa
(APBD) yang diberikan langsung oleh pemerintah terkhusus untuk

masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan ketidak mampuan



15

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya akibat dari
pandemi Covid-19. Bukan berupa makanan pokok atau barang barang
tertentu melainkan uang tunai. Dengan mengetahui berbagai hal yang
berhubungan dengan program khusunya Program Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai penerima terkhusus untuk pelaksana,
hal tersebut akan memberikan dampak positif karena para pelaksana
memahami isi program tersebut harus melakukan apa, harus bersikap
seperti apa, kerja keras untuk membantu masyarakat dengan cara
menyalurkan dana dengan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan balas jasa.
Efisiensi (efficiency)

Efisiensi berarti anggaran dapat terealisasikan kepada orang yang
berhak menerima sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus sesuai
dengan putput dan putcome dari alokasi anggaran untuk Program BLT-
DD. Ketepatan sasaran menjadi faktor utama dalam sebuai program.
keberadaan program sudah dirancang sebelumnya, apakah program
tersebut sudah efektid dan efesien, apakah program tersebut sudah tepat
sasaran sesuai dengan aturan yang ditentukan. Suatu program dapat
diakatakan efektif apabila sesuai dengan sasaran yang ditentukan sejak
awal (Sutrisno, 2018).

Indikator Efisiensi dari fokus ketepatan sasaran ditujukan terhadap
masyarakat yang berhak untuk menerima Program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) tersebut. ketetepat sasaran menjadi salah satu faktor yang

penting karena Program BLT-DD dapat dikatakan berhasil apabila
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penyaluran anggran BLT di Kecamatan Kadungora dalam menentukan
Kelurga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tepat pada sasaran sesuai
dengan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dari
PERMENDES Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020.
Kepuasan (satisfaction)

Indikator  selanjutnya merupakan Kepuasan (satisfaction)
masyarakat dalam proses ketepatan waktu penyaluran BLT-DD , ketepatan
waktu dalam konteks ini dikatakan efektif apabila program kegiatan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin tepat waktu
pada pelaksanaan program, maka semakin efektif program tersebut dapat
terealisasikan (Sutrisno, 2018).

Manajemen waktu menjadi indikator yang penting dalam mencapai
keefektifitasan program. Manajemen waktu merupakan keterampilan yang
berkaitan dengan bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dialkukan
secara terencana, tersusun rapih, serta aturan waktu secara cepat dan
efektif (Davidson, 2011).

Indikator Kepuasan masyarakat terhadap ketepatan waktu
merupakan hal yang sangat penting, dengan artian bahwasannya proses
penyelenggaraan Program BLT kepada masyarakat harus sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya. Dengan
ketepatan waktu, proses penyaluran BLT tersebut dapat dikatakan efektif
karena kesesuaian waktu dengan jadwal tidak berubah sehingga

masyarakat merasa puas dengan Kkinerja pelaksana. Hal tersebut
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memudahkan masyarakat, sehingga tidak bertanya-tanya dan mencurigai
tentang Program bantuan tersebut.
Adaptasi (adaptiveness)

Pada indikator Adaptasi Efektivitas penyaluran anggaran dana
desa dalam program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kadungora
tentunya harus bisa beradaptasi dengan keadaan seperti adanya wabah
Pandemi Covid-19, jika suatu organisasi tidak mampu menyesuaikan diri
maka keberlangsungan hidup bisa terancam. Dalam pelaksanaan tentunya
harus memperhatikan protokol kesehatan seperti : menggunakan masker
karena situasi sedang dalam keadaan Pandemi Covid-19. Ketersediaan
Hand Sanitizer ketika program penyaluran tersebut sedang berlangsung.

Tercapainya Adaptasi dalam melaksanakan program dilihat dari
sejauhmana aturan program tersebut dipatuhi, semakin banyak aturan yang
dipatuhi dalam pelaksanaan kerja, maka semakin dekat dengan tercapainya
tujuan (Sutrisno, 2018).

Perkembangan (development)

Indikator  perkembangan  (development)  disini  mengukur
keefektifitasan dengan melihat perubahan yang nyata. Dengan kata lain
meninjau, melihat dan meneliti langsung, apakah program tersebut dapat
memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan tersebut bisa
berdampak positif ataupun negatif (Sutrisno, 2018).

Maksud dari Indikator yang terakhir ini yaitu setelah Program

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut berhasil disalurkan anggarannya
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dengan baik , tepat waktu dan tepat sasaran menghasilkan suatu perubahan
baik dari kondisi masyarakat ataupun perekonomian masyarakat. Yang
menjadikan suatu perubahan dari adanya bantuan tersebut adalah; apakah
masyarakat sudah mampu memaksimalkan bantuan tersebut dengan
membentuk  suatu  usaha  kecil-kecilan ~ demi  berkembangnya
perekonomian, setidaknya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.
Perubahan seperti itu merupakan suatu bentuk perkembangan atau
perubahan menuju ke arag yang lebih baiik, dari adanya program BLT

dengan harapan menuntaskan kemiskinan di Kecamatan Kadungora.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Efektivitas Penyaluran Anggaran Dana
Desa (ADD) dalam Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi
Covid-19

Steers dalam Sutrisno (2018:106) mengemukakan
bahwa terdapat lima indikator dalam mengukur tingkat
efektivitas suatu kegiatan :

1. Produksi (production)

2. Efisiensi (efficiency)

3. Kepuasan (satisfaction)

4. Adaptasi (adaptiveness)

5. Perkembangan (development)
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